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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ketidakjelasan pasal 5 huruf c memberikan akibat pendaftaran merek yang 

mengandung kata telah menjadi milik umum terhadap direktorat jendral 

adalah bahwa ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata telah 

menjadi milik umum dapat menimbulkan subyektifitas seorang pemeriksa di 

direktorat jendral. Ketidakjelasan kriteria merek yang mengandung kata 

telah menjadi milik umum juga memberikan akibat kepada pemohon 

pendaftaran merek yaitu akan timbulnya kerugian waktu dan finansial bagi 

pemohon karena pemohon tidak mengetahui lebih dalam aturan mengenai 

merek . Akibat terakhir adalah kepada pemilik merek. Pemilik merek yang 

sudah mempunyai hak atas merek tersebut namun ternyata dikemudian hari 

digugat karena ternyata merek tersebut digolongkan sebagai kata umum 

sehingga tidak dapat dimonopoli, hal ini tentu saja menimbulkan kerugian 

bagi pemilik merek. 
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2. Mengkaji dari undang-undang hingga pendapat ahli hukum kriteria merek 

yang mengandung unsur milik umum adalah kata yang secara umum telah 

diketahui masyarakat  baik itu bahasa nasional maupun internasional, kata 

umum apabila diikuti oleh kata lain dapat menjadi merek karena kata-kata 

tersebut sudah tidak umum lagi. Mencari kata umum apabila menimbulkan 

perdebatan maka dapat mengacu pada kamus bahasa atau kamus hukum.   

Kriteria milik umum di dalam pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2001 tentang merek,dan penjelasan pasal 5 huruf c bahwa kriteria 

milik umum kurang jelas dan kurang lengkap  karena hanya dapat ditemukan 

contoh tentang merek yang mengandung unsur milik umum saja, sehingga 

hal tersebut tidak dapat memberikan kejelasan yang pasti mengenai apa 

sebenarnya arti Kata milik umum. Hal ini menimbulkan banyak persoalan 

hukum di masyarakat seperti kasus pendaftaran merek ‘KopiTiam’ dan 

pendaftaran ‘Mendoan’. Kesimpulan yang diperoleh dari pengaturan 

mengenai merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum perlu 

dilakukan agar tidak ada lagi subyektivitas dari pemeriksa di direktorat 

jendral dalam memeriksa syarat substantif merek terutama pasal 5 huruf c.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

78 
 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Seharusnya pemriksa pada direktorat jendral lebih jelas dalam  proses 

pemeriksaan substantif pendaftaran merek sehingga tidak akan 

menimbulkan permasalahan hukum baru di masyarakat. Harus ada 

keseragaman pemahaman mengenai kriteria merek yang tidak dapat 

didaftarkan pada pasal 5 huruf c sehingga tidak akan ada pandangan 

subyektif.   

2. Saran bagi para pembentuk undang-undang meninjau ulang pasal 5 huruf 

c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan segera 

membuat rancangan Undang-undang tentang Merek dan melengkapi 

penjelasan pasal 5 huruf c mengenai kata milik umum. Seharusnya di 

dalam penjelasan pasal 5 huruf c tersebut menjelaskan mengenai definisi 

kata/tanda milik umum, kriteria kata/tanda milik umum serta contoh 

yang lebih jelas mengenai kata/tanda milik umum yang tidak dapat 

didaftarkan sebagai merek agar nantinya tidak timbul permasalahan-

permasalahan hukum dan perdebatan lebih dalam mengenai kriteria 

unsur milik umum yang diamanatkan pasal 5 huruf c Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
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